SALINAN

LURAH DLINGO

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH DLINGO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN JENIS BARANG DAN RINCIAN BELANJA BARANG PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DLINGO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DLINGO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2
Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 8 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan
Dlingo Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun
Peraturan Lurah tentang Perubahan Jenis Barang dan
Rincian Belanja Barang Pada Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Lurah Dlingo tentang Perubahan Jenis Barang dan
Rincian Belanja Barang Pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Dlingo Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lebaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lebaran Republik Indonesia Nomor 5339);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 129),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tetang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor S5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 160);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan



Menetapkan
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(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor
28);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Desa Dlingo Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(Lembaran Desa Dlingo Tahun 2019 Nomor 03);
Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 5 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
2023 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2023 Nomor
S);

Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun
2023 Nomor 8);

Peraturan Lurah Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita kalurahan
Dlingo Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN LURAH DLINGO TENTANG PERUBAHAN

JENIS BARANG DAN RINCIAN BELANJA BARANG PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
DLINGO TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:
Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati

di wilayah Kapanewon;
Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

(1)

(2)

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul;



(3) Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(4) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat
Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

(5) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis;

(6) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan;

(7) Kepala Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan
pemerintah kalurahan;

(8) Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah
pembantu Lurah yang meliputi Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Teknis,
dan Pelaksana Kewilayahan;

(9) Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas
kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan;

(10) Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik adalah pimpinan
Sekretariat Kalurahan;

(11) Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di
Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis;

(12) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
kalurahan dalam memberdayakan masyarakat;

(13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APB
Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan;

(14) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal,

(15) Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;

(16) Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan;

(17) Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari
kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah;

(18) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat;

BAB II
PERUBAHAN JENIS BARANG DAN RINCIAN BELANJA



Pasal 2

Perubahan Jenis Barang dan Rincian Belanja pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Bidang :

Sub Bidang

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

b=

Rincian Perubahan Pendanaan:

Pasal 3:
Uraian lebih lanjut Perubahan Jenis Barang dan Rincian Belanja Barang pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 4
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana
Kegiatan anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Lurah.
Ditetapkan di : Dlingo
Pada Tanggal : 7 Juni 2024
LURAH DLINGO,

TTD
AGUS PURNOMO
Diundangkan di : Dlingo
Pada tanggal : 7 Juni 2024
CARIK DLINGO,
TTD
MOH. SAMSYUL MALIK

LEMBARAN KALURAHAN DLINGO TAHUN 2024 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
“AayLarik Dlingo




